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Abstrak 
Fenomena ujaran pejabat publik di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan dalam gaya komunikasi 
politik, dari retorika formal menuju penggunaan bahasa yang lebih provokatif dan kadang kontroversial. Artikel 
ini menganalisis ujaran pejabat dengan menggunakan pendekatan filsafat bahasa, khususnya teori tindak tutur 
yang dikembangkan oleh J.L. Austin dan John Searle, serta konsep kekerasan simbolik Pierre Bourdieu. Melalui 
analisis kualitatif terhadap pernyataan delapan tokoh publik Indonesia pada tahun 2025, penelitian ini 
mengidentifikasi pola-pola ujaran yang vulgar, menyederhanakan isu kompleks, dan menggunakan humor 
merendahkan sebagai bagian dari strategi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran yang 
dikeluarkan oleh pejabat publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki dampak sosial-
politik yang mendalam, membentuk persepsi publik dan mengubah batas etika komunikasi politik. Fenomena 
ini mempengaruhi wacana publik, di mana bahasa yang kasar atau tidak sopan menjadi lebih diterima, 
sekaligus mengaburkan norma komunikasi yang seharusnya menjaga kualitas deliberasi publik. Penelitian ini 
mempertegas pentingnya literasi wacana politik dalam masyarakat dan mendorong perlunya pengawasan 
lebih ketat terhadap penggunaan bahasa oleh pejabat publik untuk menjaga integritas demokrasi dan etika 
komunikasi dalam politik. 

Kata Kunci: Filsafat Bahasa, Retorika Politik, Tindak Tutur, Kekerasan Simbolik, Wacana Publik. 

 

I. PENDAHULUAN 

Bahasa yang digunakan oleh pejabat publik lebih dari sekadar sarana 

komunikasi biasa; bahasa ini juga berfungsi sebagai alat pembentuk realitas sosial. 

Ujaran yang keluar dari pejabat publik tidak hanya mencerminkan pandangan atau 

pemikiran pribadi mereka, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik dan 

memengaruhi norma sosial. Ketika bahasa digunakan secara sembarangan—melalui 

pilihan kata yang vulgar, simplifikasi berlebihan, atau humor yang merendahkan—hal 

ini menimbulkan implikasi filosofis yang mendalam. Fenomena ini semakin relevan 

ketika dilihat dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, terutama pada tahun 2025, 

ketika komunikasi politik pejabat semakin dipengaruhi oleh era digital dan penggunaan 

media sosial yang massif (Noor & Dartim, 2021). Dalam konteks ini, penggunaan bahasa 

yang tidak bijaksana berpotensi merusak norma kesopanan yang sudah dibangun dalam 

masyarakat (Foucault, 1980; Austin, 1962). Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki 

dampak sosial dari ujaran pejabat publik dalam wacana politik. 
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Filsafat bahasa, khususnya teori tindak tutur yang dikembangkan oleh J.L. Austin 

dan John Searle, memberikan perspektif penting dalam menganalisis fenomena ini. 

Menurut teori tindak tutur, setiap ujaran tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan 

informasi, tetapi juga untuk melakukan tindakan yang memengaruhi persepsi dan 

perilaku audiens (Searle, 1979). Konsep ini menggarisbawahi bahwa bahasa lebih dari 

sekadar sarana untuk menyampaikan maksud, tetapi juga berfungsi untuk melakukan 

perubahan sosial melalui tindakan yang disampaikan. Ketika pejabat publik 

menggunakan bahasa yang mengandung unsur provokasi atau kesederhanaan yang 

berlebihan, mereka secara tidak langsung membentuk opini masyarakat dan standar 

komunikasi publik yang diterima. Penelitian oleh Jones dan Davies (2022) 

menunjukkan bahwa ujaran pejabat, terutama dalam wacana politik, berperan 

signifikan dalam membentuk etika komunikasi masyarakat. Oleh karena itu, penting 

untuk mengkaji dimensi filosofi dari ujaran-ujaran ini, bukan hanya sebagai informasi 

semata, tetapi juga sebagai alat pembentukan realitas sosial (Mahbubi, 2024b). 

Di Indonesia, fenomena ujaran pejabat publik semakin menarik perhatian, 

terutama karena komunikasi politik semakin dipengaruhi oleh media sosial. Ujaran 

yang dikeluarkan oleh pejabat kini tidak hanya terbatas pada pidato formal atau 

komunikasi tatap muka, tetapi meluas melalui platform daring yang mempercepat 

penyebaran pesan dan memperluas jangkauan audiens secara instan (Bourdieu, 1991). 

Pemilihan kata dalam setiap komunikasi, baik melalui televisi, media cetak, atau media 

sosial, memiliki dampak besar dalam membentuk opini masyarakat dan menciptakan 

wacana politik yang lebih besar (Mahbubi, 2024a). Penggunaan media sosial 

memungkinkan pesan-pesan yang diucapkan oleh pejabat untuk langsung diterima oleh 

audiens tanpa filter, namun di sisi lain ini juga meningkatkan potensi penyebaran 

ujaran yang tidak etis. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Sunarto (2021), 

yang menyatakan bahwa algoritma media sosial cenderung memperkuat penyebaran 

konten kontroversial yang dapat memperburuk polarisasi wacana publik. Dalam hal ini, 

ujaran yang bersifat provokatif atau kasar sering kali mendapatkan perhatian lebih 

banyak, meskipun tidak selalu mencerminkan kualitas informasi yang baik. 

Konsep bahasa sebagai alat dominasi simbolik yang dijelaskan oleh Pierre 

Bourdieu dalam teorinya mengenai kekuasaan sangat relevan dalam memahami 



bagaimana ujaran pejabat publik dapat berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi 

kekuasaan dan memperkuat hierarki sosial. Bourdieu (1991) menyatakan bahwa 

kekuasaan tidak hanya ditegakkan melalui dominasi fisik, tetapi juga melalui 

mekanisme simbolik, di mana bahasa memegang peran penting. Melalui ujaran yang 

keluar dari pejabat publik, berbagai struktur sosial dan politik dapat dikuatkan atau 

bahkan dibentuk kembali (Mahbubi, 2025a; Nasution dkk., 2022). Ketika pejabat 

menggunakan bahasa yang mengandung unsur vulgaritas atau kesederhanaan 

berlebihan, mereka memperkenalkan norma baru yang lebih permisif terhadap jenis 

komunikasi tersebut. Fenomena ini menjadi lebih jelas ketika komunikasi politik 

semakin terfokus pada pencitraan pribadi, dan pejabat mulai menggunakan bahasa 

yang lebih santai dan informal untuk membangun kedekatan dengan rakyat. Namun, 

penggunaan bahasa seperti ini sering kali mengabaikan etika komunikasi yang 

seharusnya lebih mempertimbangkan kesantunan dan kepentingan publik (Muchtar, 

2021). Dengan demikian, ujaran pejabat publik dapat menjadi mekanisme yang 

memperkuat struktur kekuasaan tanpa disadari oleh masyarakat. 

Selain itu, fenomena ujaran pejabat publik yang sembarangan juga menciptakan 

masalah epistemologis yang mendalam. Foucault (1980) dalam kajiannya mengenai 

"regimes of truth" menjelaskan bahwa setiap masyarakat membentuk sistem kebenaran 

yang ditentukan oleh kekuasaan. Dalam konteks politik, kebenaran ini tidak lagi diukur 

dengan bukti atau logika, tetapi berdasarkan otoritas dan posisi yang dimiliki oleh 

pejabat publik. Fenomena ini menjadi sangat relevan dalam era digital, di mana ujaran 

pejabat sering kali diterima begitu saja tanpa melalui proses analisis yang mendalam 

oleh audiens. Masyarakat yang terus terpapar pada ujaran pejabat yang tidak sesuai 

dengan norma berbahasa akan cenderung menerima klaim-klaim tersebut sebagai 

kebenaran, meskipun sering kali klaim tersebut tidak didukung oleh data yang valid 

atau fakta yang kuat. Seiring berjalannya waktu, standar etika berbahasa dalam politik 

semakin tergerus, sehingga masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk 

membedakan antara komunikasi yang sah dan yang tidak pantas (Putri & Anwar, 2022). 

Di Indonesia, penggunaan media sosial oleh pejabat publik semakin mendorong 

terbentuknya persona digital yang berfokus pada pencitraan diri, sering kali 

menggunakan ujaran yang provokatif dan kontroversial untuk menarik perhatian. 

Pendekatan ini memang efektif dalam menarik audiens, tetapi berpotensi menimbulkan 

bias kognitif di masyarakat. Publik sering kali lebih mudah menerima pernyataan yang 
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sesuai dengan preferensi atau pandangan mereka, tanpa mempertimbangkan apakah 

pernyataan tersebut benar atau tidak. Fenomena ini memunculkan apa yang disebut 

sebagai "banal authoritarianism," di mana bahasa kasar atau provokatif menjadi bagian 

dari budaya komunikasi yang diterima dalam wacana politik (Yilmaz & Morieson, 

2023). Hal ini mengarah pada pengikisan batas-batas etika dalam komunikasi politik, di 

mana pejabat yang menggunakan bahasa kasar atau kontroversial justru dianggap lebih 

dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis yang 

lebih mendalam terhadap dampak bahasa dalam komunikasi politik ini (Kohlberg, 

1981; Mahbubi, 2016). 

Dalam penelitian ini, saya mengusulkan untuk menggabungkan teori tindak tutur 

yang dikemukakan oleh Austin dan Searle dengan konsep kekerasan simbolik Bourdieu 

untuk menganalisis ujaran pejabat publik Indonesia pada tahun 2025. Pendekatan ini 

memungkinkan kita untuk tidak hanya menganalisis makna literal dari ujaran-ujaran 

tersebut, tetapi juga untuk menggali fungsi sosial dan politik yang tersembunyi di 

baliknya. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian filsafat bahasa di Indonesia 

dengan menyelidiki bagaimana bahasa digunakan oleh pejabat untuk membentuk 

persepsi publik, mengukuhkan kekuasaan, dan mengubah standar etika komunikasi 

dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pembenahan etika komunikasi pejabat publik, sehingga kualitas 

wacana politik dapat terjaga dengan lebih baik dan mendorong pembentukan ruang 

publik yang sehat dan konstruktif (Rahman & Sari, 2023). 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis wacana kritis 

(Critical Discourse Analysis/CDA) yang dipadukan dengan perspektif filsafat bahasa. 

Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk membongkar hubungan antara bahasa, 

kekuasaan, dan ideologi dalam ujaran publik (Fairclough, 1995; van Dijk, 2008). Dalam 

konteks penelitian ini, CDA memungkinkan peneliti untuk mengkaji lebih dalam tidak hanya 

struktur linguistik dari pernyataan pejabat publik, tetapi juga konteks sosial-politik yang 

melatarinya. Dengan menggunakan teori tindak tutur dari Austin dan Searle, penelitian ini 

akan memeriksa dimensi lokusi (apa yang diucapkan), ilokusi (maksud yang ingin dicapai), 

dan perlokusi (dampak pada pendengar) dari ujaran pejabat publik, yang menjadi bagian dari 

wacana politik di Indonesia (Mahbubi, 2025b). Pendekatan ini memberikan wawasan tentang 

bagaimana bahasa bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi untuk 



mencapai tujuan tertentu dalam ruang politik (Searle, 1979). Selain itu, kerangka kekerasan 

simbolik yang dikembangkan oleh Bourdieu digunakan untuk melihat bagaimana ujaran 

pejabat publik dapat mengukuhkan atau menantang struktur kekuasaan melalui mekanisme 

bahasa (Bourdieu, 1991). 

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari delapan tokoh publik Indonesia 

yang pada tahun 2025 tercatat membuat pernyataan atau tindakan kontroversial, yakni Budi 

Gunadi Sadikin, Gus Miftah, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Hasan Nasbi, Bahlil Lahadalia, 

Prabowo Subianto, dan Muhammad Syafi’i. Data dikumpulkan melalui penelusuran media 

daring, transkrip wawancara, unggahan di platform media sosial, dan arsip pemberitaan. 

Pemilihan subjek didasarkan pada kriteria keterpaparan publik yang tinggi dan dampak 

signifikan terhadap wacana politik nasional, sehingga setiap kasus memiliki relevansi empiris 

yang kuat dalam kajian filsafat bahasa. Hal ini penting, mengingat pengaruh yang dimiliki 

oleh para tokoh ini dalam membentuk persepsi masyarakat melalui ujaran yang mereka 

sampaikan di ruang publik (Muchtar, 2021). Dengan mengumpulkan data dari berbagai 

sumber, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang 

bagaimana ujaran pejabat publik memengaruhi wacana politik dan membentuk realitas sosial. 

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana 

hanya pernyataan yang memenuhi indikator kontroversi dan memiliki rekam jejak 

dokumentasi digital yang jelas yang dimasukkan dalam analisis (Miles et al., 2014). Hal ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan kualitas 

yang tinggi. Selanjutnya, data dianalisis dalam tiga tahap. Pertama, analisis linguistik 

dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk ujaran, termasuk pilihan leksikal, struktur kalimat, 

dan penggunaan metafora atau humor yang dapat memengaruhi persepsi publik. Kedua, 

analisis tindak tutur digunakan untuk memetakan maksud dan dampak dari ujaran tersebut 

berdasarkan kerangka teori tindak tutur Austin dan Searle. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk melihat bagaimana ujaran pejabat tidak hanya sekadar menyampaikan 

informasi, tetapi juga melakukan tindakan yang dapat memengaruhi perilaku dan pemikiran 

audiens (Austin, 1962). Ketiga, analisis kekerasan simbolik digunakan untuk memahami 

bagaimana ujaran tersebut mengukuhkan atau menantang struktur kekuasaan dalam ruang 

publik, serta bagaimana bahasa digunakan sebagai alat dominasi simbolik (Bourdieu, 1991; 

van Dijk, 2015). Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami bagaimana wacana politik 

dibentuk melalui bahasa dan bagaimana kekuasaan dipertahankan dan diproduksi dalam 

masyarakat. 

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan 

metode. Data dari media daring dibandingkan dengan dokumentasi video asli dan transkrip 

resmi guna menghindari distorsi interpretatif yang dapat terjadi selama proses pengumpulan 

data (Mahbubi, 2025b). Dengan membandingkan berbagai sumber, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai bagaimana ujaran pejabat dipersepsikan 

oleh masyarakat. Selain itu, hasil analisis awal didiskusikan dengan dua pakar komunikasi 

politik dan satu akademisi filsafat bahasa untuk memverifikasi konsistensi temuan. Diskusi 

ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak hanya valid tetapi juga 

relevan dengan teori-teori yang ada dalam kajian filsafat bahasa dan komunikasi politik. 

Proses coding dan interpretasi data dilakukan secara manual dengan bantuan perangkat lunak 
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NVivo 14, yang mempermudah pengelompokan tema dan meminimalkan bias peneliti dalam 

menganalisis data (Richards, 2020). 

Etika penelitian dijaga dengan memastikan bahwa seluruh data yang digunakan 

bersumber dari ruang publik dan tidak melanggar privasi individu. Nama tokoh publik tetap 

dicantumkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas akademik, mengingat pernyataan yang 

dianalisis sudah menjadi bagian dari arsip wacana publik (Mahbubi, 2025b). Penelitian ini 

memposisikan analisis secara kritis tetapi tetap mengedepankan objektivitas, sehingga 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berkontribusi pada pengembangan 

kajian filsafat bahasa di Indonesia. Dengan pendekatan yang kritis ini, penelitian ini berupaya 

untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana bahasa, sebagai alat 

komunikasi dan dominasi, berperan dalam pembentukan wacana politik dan realitas sosial di 

Indonesia, terutama dalam konteks penggunaan bahasa oleh pejabat publik. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kesadaran publik 

terhadap etika berbahasa dan kualitas wacana politik di negara ini. 

          

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahasa yang digunakan oleh pejabat publik Indonesia pada tahun 2025 mencerminkan 

perubahan yang signifikan dalam retorika politik, di mana ujaran-ujaran yang sebelumnya 

dianggap tidak etis mulai diterima sebagai bagian dari komunikasi politik yang sah. 

Fenomena ini menggambarkan pergeseran yang terjadi dalam cara pejabat berkomunikasi 

dengan publik, khususnya dalam menggunakan bahasa kasar, vulgar, atau humor yang 

merendahkan. Ujaran yang diucapkan oleh pejabat publik bukan hanya menjadi sarana untuk 

menyampaikan pesan atau informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menegaskan 

kekuasaan dan dominasi politik. Pola-pola ujaran seperti ini, yang seringkali digunakan 

dalam pidato politik dan di ruang publik, memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat 

dan membentuk wacana publik dalam cara yang lebih halus dan subtil. 

Salah satu pola yang paling mencolok dalam komunikasi pejabat publik adalah 

penggunaan vulgaritas metaforis yang mengandung kata-kata kasar atau menghina, seperti 

istilah “ndasmu” atau “goblok.” Ujaran-ujaran semacam ini seringkali diucapkan dalam 

forum resmi dan diikuti dengan tawa audiens, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut 

tidak hanya dianggap sebagai candaan tetapi juga memiliki peran dalam membentuk relasi 

sosial antara pejabat dan publik. Dalam kerangka filsafat bahasa, seperti yang dijelaskan oleh 

Austin (1962), ujaran-ujaran tersebut tidak hanya menyampaikan informasi atau maksud, 

tetapi juga melakukan tindakan yang dapat memengaruhi audiens. Illocutionary acts yang 

terkandung dalam ujaran ini berfungsi untuk memperkuat posisi otoritas pejabat publik di 

mata audiens, yang akhirnya menegaskan dominasi mereka dalam struktur kekuasaan. 

Meskipun pada awalnya, penggunaan bahasa kasar ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan 

norma-norma komunikasi politik yang formal, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

retorika semacam ini justru memiliki kemampuan untuk meningkatkan kedekatan emosional 

dengan pemilih tertentu, sekaligus melanggengkan narasi kekuasaan yang tak terbantahkan 

(Ramadhani, 2023). Dengan kata lain, ujaran vulgar semacam ini tidak hanya berfungsi 



sebagai strategi komunikasi politik, tetapi juga sebagai alat untuk mengukuhkan hegemoni 

politik yang ada dalam masyarakat. 

Menurut Bourdieu (1991), konsep kekerasan simbolik sangat relevan dalam konteks 

ini. Ujaran-ujaran kasar yang diterima dalam forum formal ini berfungsi sebagai mekanisme 

untuk memperkuat struktur sosial yang sudah ada tanpa memerlukan paksaan fisik. Dengan 

kata lain, bahasa digunakan sebagai alat untuk mereproduksi kekuasaan yang secara diam-

diam mengatur masyarakat, bahkan ketika tampak tidak ada paksaan secara langsung. 

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana pejabat publik menggunakan bahasa untuk 

memperkokoh posisi mereka dalam hierarki sosial-politik, yang pada gilirannya membentuk 

dan mengarahkan wacana politik publik. Ujaran kasar yang diulang-ulang dalam konteks 

resmi, sering kali tanpa adanya penolakan dari publik, akhirnya menjadi bagian dari norma 

komunikasi yang diterima. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh bahasa dalam 

membentuk persepsi masyarakat terhadap pejabat publik dan wacana politik yang mereka 

sampaikan. 

Selain vulgaritas metaforis, humor merendahkan juga menjadi salah satu pola yang 

dominan dalam ujaran pejabat publik. Lelucon yang menghina kelompok tertentu—baik itu 

rakyat kecil, wartawan, atau kelompok lain—seringkali digunakan untuk memperkuat citra 

pejabat di mata publik dan menciptakan citra kedekatan dengan rakyat. Namun, meskipun 

humor ini sering dikemas dalam bentuk candaan, dalam kajian linguistik ini dikenal sebagai 

face-threatening act (Brown & Levinson, 1987). Humor yang merendahkan seperti ini tidak 

hanya bertujuan untuk membuat audiens tertawa, tetapi juga berfungsi untuk 

mempertahankan otoritas pejabat dengan cara merendahkan pihak lain. Dalam perspektif 

filsafat bahasa, hal ini merupakan bentuk kekerasan simbolik yang tersembunyi, di mana 

makna agresif yang terkandung dalam humor tersebut diterima tanpa disadari oleh publik 

(Sartini & Adrian, 2023). Humor semacam ini sering kali sulit dikritik karena ia disajikan 

dalam kemasan yang lebih ringan, namun tetap memiliki dampak besar dalam mengubah 

persepsi publik terhadap kelompok yang dihina. 

Studi tentang humor dalam pidato politik juga menunjukkan bahwa humor ofensif 

memiliki daya sebar yang tinggi dan mampu mengurangi kemungkinan kritik terhadap 

pejabat yang menggunakannya (Wijayanti & Purnomo, 2024). Hal ini disebabkan oleh cara 

orang-orang cenderung memaklumi atau menerima humor sebagai bagian dari interaksi sosial 

yang tidak perlu dipertanyakan. Meskipun demikian, humor ofensif ini dapat berfungsi untuk 

membungkam kritik terhadap tindakan atau kebijakan pejabat yang bersangkutan. Fenomena 

ini mengarah pada normalisasi kekerasan simbolik, di mana humor merendahkan dan bahasa 

kasar menjadi bagian dari wacana yang tidak lagi dipertanyakan oleh masyarakat. Masyarakat 

menjadi terbiasa dengan bahasa kasar dan merendahkan dalam komunikasi politik, dan ini 

semakin memperkuat budaya politik yang permisif terhadap kekerasan verbal. 

Selain humor merendahkan, simplifikasi berlebihan dalam ujaran pejabat publik juga 

menjadi fenomena yang semakin umum. Misalnya, pernyataan sederhana seperti “jeans 

ukuran 34 ke atas pasti obesitas” merupakan contoh dari reductionism linguistik, di mana 

isu kompleks yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau pendidikan disederhanakan 

menjadi klaim yang terlalu simpel dan tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi 

yang lebih luas. Simplifikasi ini berfungsi untuk menciptakan pemahaman yang mudah 

diterima oleh publik tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang lebih kompleks yang 
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membentuk suatu masalah. Penyederhanaan yang ekstrem ini sering kali memperkuat 

stereotip kelompok tertentu, sehingga memunculkan polarisasi di masyarakat (Susanto et al., 

2024). Dalam kerangka filsafat bahasa, penyederhanaan ini merupakan bentuk simbolisme 

kekuasaan, di mana pejabat publik mendiktekan batasan-batasan wacana yang layak dan 

mengurangi ruang untuk kritik atau interpretasi yang lebih kritis dari publik. Simplifikasi 

semacam ini juga mereduksi perdebatan politik yang seharusnya lebih mendalam menjadi 

sesuatu yang mudah dicerna, tetapi kehilangan makna yang lebih substansial. 

Ketiga pola yang telah diidentifikasi—vulgaritas metaforis, humor merendahkan, dan 

simplifikasi berlebihan—berfungsi sebagai instrumen retoris yang lebih dari sekadar 

komunikasi politik. Ujaran-ujaran ini beroperasi sebagai alat untuk menegaskan kekuasaan 

dan dominasi pejabat publik dalam wacana politik. Dalam teori tindak tutur Austin (1962) 

dan Searle (1969), ujaran-ujaran ini tidak hanya mencerminkan kenyataan sosial, tetapi juga 

mengubah realitas sosial melalui tindakan yang dilakukan oleh pembicara. Dengan kata lain, 

ujaran yang kasar dan vulgar tidak hanya memperlihatkan keadaan politik, tetapi juga 

membentuk dan mengarahkan wacana publik ke arah yang diinginkan oleh pejabat yang 

mengucapkannya. Fenomena ini menggambarkan bagaimana bahasa, sebagai alat komunikasi, 

tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memproduksi 

makna dan membentuk realitas ideologis yang sesuai dengan kepentingan politik yang ada 

(Danaditya et al., 2022). 

Fenomena ini juga memperlihatkan ketegangan antara retorika politik dan etika 

komunikasi. Dalam filsafat wacana Habermas, komunikasi yang adil dan demokratis 

harusnya melibatkan kejujuran, keterbukaan, dan penerimaan kritik. Namun, dengan semakin 

dominannya bahasa kasar dan merendahkan dalam wacana publik, ruang untuk kritik menjadi 

sangat terbatas. Ujaran-ujaran yang kasar dan simplistik ini berfungsi untuk mengalihkan 

perhatian publik dari kritik yang lebih mendalam, sehingga menciptakan atmosfer di mana 

kritik dianggap sebagai sesuatu yang tidak elegan atau bahkan tabu (Yulianti, 2025). Hal ini 

menunjukkan bagaimana degenerasi wacana publik dapat terjadi ketika humor dan 

penyederhanaan menggantikan argumentasi yang lebih rasional dan kritis dalam diskursus 

politik. 

Normalisasi kekerasan simbolik melalui bahasa yang kasar ini dapat memperburuk 

kualitas demokrasi dan kualitas deliberasi publik. Ketika masyarakat mulai menerima ujaran-

ujaran yang merendahkan sebagai bagian dari politik sehari-hari, mereka semakin kehilangan 

sensitivitas terhadap martabat manusia dan terhadap nilai-nilai dasar dalam berkomunikasi. 

Hal ini semakin diperburuk oleh peran media sosial, yang mempercepat penyebaran ujaran-

ujaran kontroversial dan memperkuat efek perlokusi, yaitu dampak yang diterima oleh 

audiens setelah mendengar ujaran tersebut (Murphy, 2022). Dengan demikian, pergeseran 

dalam wacana politik ini tidak hanya memengaruhi cara pejabat berbicara, tetapi juga 

memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons wacana tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Seiring waktu, ujaran yang kasar dan merendahkan ini semakin diterima sebagai bagian 

dari norma komunikasi publik yang sah, meskipun sebenarnya ia merusak kualitas wacana 



politik. Proses ini mengarah pada terjadinya linguistic hegemony, yaitu dominasi simbolik 

yang dipertahankan melalui kebiasaan komunikasi yang tidak disadari oleh masyarakat 

(Gramsci, 1971). Oleh karena itu, perubahan kebijakan dalam ranah komunikasi politik tidak 

cukup hanya dilakukan di tingkat kebijakan formal, tetapi juga memerlukan perubahan dalam 

praktik linguistik di tingkat elit politik. Artinya, perlawanan terhadap kekerasan verbal yang 

terjadi dalam politik harus dimulai dengan dekonstruksi terhadap cara berbicara yang telah 

lama dilegitimasi dalam wacana politik Indonesia. 

 

 

IV. SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh pejabat publik 

Indonesia pada tahun 2025 berperan jauh lebih besar daripada sekadar sarana komunikasi; 

bahasa tersebut adalah alat yang membentuk realitas sosial dan politik di masyarakat. Ujaran 

pejabat publik yang vulgar, kasar, atau merendahkan seringkali digunakan sebagai instrumen 

untuk memperkuat dominasi politik mereka, memperpanjang kekuasaan mereka, dan bahkan 

menormalisasi kekerasan simbolik dalam wacana publik. Fenomena ini tidak hanya terbatas 

pada pilihan kata yang vulgar, tetapi juga mencakup humor merendahkan dan simplifikasi 

berlebihan yang semakin diterima dalam komunikasi politik. 

Melalui pendekatan filsafat bahasa, khususnya teori tindak tutur yang dikembangkan 

oleh J.L. Austin dan John Searle, serta konsep kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu, 

penelitian ini mengungkapkan bagaimana ujaran pejabat publik tidak hanya bertindak untuk 

menyampaikan informasi tetapi juga sebagai illocutionary act yang bertujuan mengubah 

persepsi audiens dan memperkuat struktur kekuasaan. Ujaran yang vulgar dan humor yang 

merendahkan, meskipun sering dibungkus dengan alasan kebebasan berpendapat atau humor, 

sebenarnya berfungsi sebagai alat dominasi yang memperkokoh hierarki sosial dan 

mengurangi ruang untuk kritik yang konstruktif. Hal ini menjadi semakin jelas ketika bahasa 

digunakan untuk menyederhanakan isu-isu kompleks, mengurangi kompleksitas diskursus 

publik, dan memperkuat narasi yang lebih sederhana dan lebih mudah diterima oleh audiens 

tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi yang mendalam. 

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah memperlihatkan bagaimana 

fenomena retorika kekuasaan ini, meskipun mungkin tampak sebagai insiden terisolasi atau 

ekspresi spontan, sesungguhnya merupakan gejala yang berulang dalam komunikasi pejabat 

publik. Proses ini memperlihatkan bagaimana bahasa vulgar atau humor yang merendahkan 

secara halus menormalkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan norma etika dalam 

ruang publik. Dominasi gaya komunikasi yang kasar ini berisiko mengikis batasan etis dalam 

berkomunikasi, sehingga menciptakan atmosfer di mana kritik dianggap tabu dan tidak 

memiliki ruang legitimasi, sebagaimana ditemukan dalam analisis diskursus kontemporer 

(Yulianti, 2025; Fairclough, 1995). 

Normalisasi kekerasan simbolik melalui bahasa tidak hanya memengaruhi pejabat yang 

menggunakannya, tetapi juga masyarakat yang terpapar pada ujaran tersebut. Seiring waktu, 

masyarakat mulai menerima bahasa kasar dan merendahkan sebagai bagian dari kehidupan 

politik sehari-hari, yang pada gilirannya memperkuat polarisasi sosial dan memperburuk 

kualitas diskursus publik. Ini menciptakan lingkaran umpan balik di mana wacana politik 
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semakin dipenuhi dengan ujaran yang kasar, yang memperburuk pemahaman masyarakat 

terhadap isu-isu penting dan mengurangi kualitas deliberasi publik (Mole, 2020). 

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bagaimana retorika politik yang 

tidak mematuhi norma etika berbahasa dapat menurunkan kualitas komunikasi politik di 

Indonesia dan merusak demokrasi. Penyalahgunaan bahasa dalam politik, baik melalui 

vulgaritas, humor yang merendahkan, maupun penyederhanaan berlebihan, memperburuk 

kualitas wacana publik dan memperkuat kekuasaan tanpa paksaan fisik. Oleh karena itu, 

literasi wacana politik yang kritis menjadi semakin mendesak agar masyarakat dapat 

membedakan antara komunikasi yang sah dan yang merusak kualitas wacana demokratis. 

Dekonstruksi terhadap penggunaan bahasa kasar dalam politik harus dimulai dengan 

kesadaran kritis terhadap praktik berbahasa pejabat publik, serta perubahan dalam cara 

berbicara yang telah lama dilegitimasi sebagai norma dalam wacana politik Indonesia. 

Dengan demikian, perubahan kebijakan dalam ranah komunikasi politik tidak cukup 

hanya dilakukan di tingkat kebijakan formal, tetapi juga harus melibatkan perubahan dalam 

praktik linguistik di tingkat elit politik. Perlawanan terhadap kekerasan verbal dalam politik 

harus dimulai dengan dekonstruksi terhadap cara bicara yang telah lama diterima sebagai 

bagian dari praktik politik yang sah. Jika hal ini tidak segera dilakukan, budaya wacana 

politik yang semakin permisif terhadap kekerasan verbal ini akan terus menggerus kualitas 

demokrasi Indonesia dan memperburuk kualitas komunikasi politik di masa depan. 
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